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ABSTRACT 

Forest transition in rural area derived by community landowner and supported by 
Indonesian Government Reforestation Programme at beginning. Meanwhile, 
landslide still occur in some region as well as Kulon Progo District of Yogyakarta 
Province. Land evaluation is needed in order to review forest land-use parcel due to 
landslide susceptibility.  This research combines some procedures consists of Land 
Capability Analysis by scoring method regarding to Land Capability Assessment 
published by USDA (United States Departement of Agriculture) followed by Land 
Suitability Analysis, and forestland use planning by scoring method regarding to 
Ministry of Agriculture Declare number 837/Kpts/UM/11/1980 and number 
683/Kpts/UM/8/1981 followed by Suitability Analysis. The results showing the wide 
range of land capability classes, i.e. I, II, III, IV, VI and VII. Result of Land 
Suitability Analysis showing generally Suitable Land-use, but Not Suitable for 
settlement  in VI and VII classes of Land Capability also for Paddy Field in IV, VI 
and VII classes.  The study area can be classified as protected zone 5,06%, buffer 
zone 41,16%, and cultivated zone 24,61%, when 65,40%, 29,40% and 3,69% for 
Suitable used, Positively Not Suitable and Negatively Not Suitable respectively. High 
pressure land use founded in steep land of mountainous area by respiratory cliff for 
settlement and road among high density of tree crown.  Proposed land use for 
forestland by these procedures still inadequate due to the map scale used for rural 
area wiches unseparate land use for woodland and peasant's house. Future research 
need into account for landslide susceptibility assessment in specific site used for 
settlement among the forest cover due to the sustainable land-use and safety life. 
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Tekanan terhadap hutan di banyak negara dipicu oleh pertambahan penduduk 

dan faktor ekonomi sebagai penyebab utama diperlukannya lahan bagi pemukiman 

dan pertanian (Arsyad, 2010; Asdak, 2010).Penyederhanaan yang dilakukan oleh 

para ahli bentang lahan menyebutkan bahwa pertambahan penduduk dan kemiskinan 

menjadi penyebab deforestasi di hutan tropis (Lambin et al. 2001).Pada kondisi 

bentang lahan dan iklim tertentu yang disertai kekeliruan penggunaan lahan, dapat 

terjadi longsor dan Arsyad (2010) mendefinisikannya sebagai bentuk erosi yang 

terjadi secara bersamaan dalam volume besar.  Longsor juga dapat dipicu oleh proses 

pembentukan tanah dan curah hujan yang tinggi atau curah hujan rendah namun terus 

menerus dalam beberapa hari pada lahan-lahan yang telah mengalami degradasi di 

lahan pegunungan(Priyono, 2012; Iverson, 2000) 

Penetapan kawasan hutan negara diatur dalam peraturan Menteri Pertanian 

No. 837/Kpts/UM/11/1980 and number 683/Kpts/UM/8/1981. Pertambahan 

penduduk membutuhkan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur hingga 

terjadi tekanan terhadap keberadaan kawasan hutan.  Upaya memperbaiki kondisi 

sumber daya hutan di Indonesia dilakukan melalui program reboisasi dan 

penghijauan pada lahan-lahan kritis akibat deforestasi dan degradasi hutan di dalam 

dan di luar kawasan hutan negara.  Di beberapa lokasi upaya ini cukup berhasil dan 

menunjukkan proses transisi hutanForest Transition (Mather, 1992, Rudel et al., 

2010, Barbier et al., 2010). Bertambahnya lahan berhutan di luar hutan negarayaitu 

di lahan milik masyarakat dikenal sebagai hutan rakyat. Salah satu wilayah di 

Indonesia yang mengalami pertambahan tutupan lahan berhutan di lahan milik 

adalah di Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, namun kejadian longsor masih 

sering terjadi.  Kondisi yang bertentangan dengan paradigma tentang hutan sebagai 

salah satu pengendali erosi dan longsor ini mendorong diperlukannya evaluasi 

sumber daya lahan sebagai langkah awal perencanaan ulang pengelolaan sumber 

daya lahan.   

Evaluasi lahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses 

perencanaan penggunaan lahan (Bartelli et al., 1976 dalam Arsyad, 2010, FAO, 

1976, Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). Fokus evaluasi lahan adalah menilai 

kebutuhan dan batasan setiap macam penggunaan lahan dan membandingkannya 

dengan sifat lahan yang berbeda untuk setiap macam pemanfaatan (FAO, 1984). 
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Evaluasi lahan merupakan langkah awal tata guna lahan dalam penataan ruang 

wilayahdan menjadi dasar dalam arahan penggunaan lahanagar sesuai dengan 

kondisi kemampuan lahannya. Evaluasi lahan juga digunakan untuk menilai 

kesesuaian lahan berhutan diantara berbagai kepentingan di suatu wilayah (Yamani, 

2012; Senawi, 2007; Ongaro et al., 2006). Evaluasi lahan dapat dibedakan 

berdasarkan intensitas kerinciannya yaitu: reconnaisance(tinjau), semi detil dan 

detil.Hasil penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan tertentu dalam evaluasi 

lahan digambarkan dalam bentuk peta sebagai dasar untuk perencanaan tata guna 

lahan yang rasional agar dapat digunakan secara lestari (Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2007). 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi sumber daya lahan melalui 

analisis kemampuan lahan yang dirangkaikan dengan analisis arahan fungsi kawasan 

hutan serta analisis kesesuaian menurut kemampuan lahan dan arahan fungsi 

kawasan, dengan pendekatan wilayah administrasi.  Berdasarkan hasil dua analisis 

tersebut disusun arahan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan bentuk lahan 

dan kondisi kerawanan bencana longsor.  Hasil evaluasi digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan bagi review tata ruang kehutanan di tingkat kabupaten.  

 

BAHAN DAN METODE 

Kabupaten Kulon Progo secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan 

dan terletak pada 11001'37" -  110016'26" Bujur Timur dan 7038'42" -  7059'3" 

Lintang Selatan.  Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan 

bentuk lahan yang beragamdari pesisir pantai, riparian Sungai Progo dan wilayah 

perbukitan sampai pegunungan, dengan ketinggian antara 0 - 1.000 meter dpl.  

Tahapan evaluasi lahan terdiri dari: Pertama, tahap persiapan berupa 

pengumpulan data sekunder dalam bentuk petadan penyusunan satuan lahan; Kedua, 

pengumpulan data primer melalui survey lapangan dan analisis laboratorium; Ketiga, 

analisis kemampuan lahan, arahan fungsi kawasan dan menilai kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap kemampuan lahan dan arahan fungsi kawasan. 

Berdasarkan hasil evaluasi lahan ditentukan arahan penggunaan lahan dengan 

mempertimbangkan bentuk lahan dan kerawanan longsor.  
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Penentuan satuan lahan dilakukan berdasarkan kemiringan lahan (kelerengan) 

dan jenis tanah untuk analisis kemampuan lahan. Intensitas hujan dimasukkan 

sebagai kriteria dalam analisis arahan fungsi kawasan, sedangkan bentuk lahan dan 

kerawanan longsor digunakan pada saat analisis arahan penggunaan lahan.  Satuan 

unit lahan yang dihasilkan merupakan re-generalisasi dari gabungan satuan unit 

lahan pada kajian analisis kemampuan lahan DAS Serang (Yamani, 2012) dan 

analisis kekritisan lahan DAS Tinalah (Widarsih, 2012),  serta satuan lahan wilayah 

Kabupaten Kulon Progo. Survey lapangan dilakukan bagi satuan lahan pada DAS 

Progo dan DAS Kayangan.   

Tahap survey dilakukan untuk menilaikondisi aktual di lapangan seperti 

tutupan/guna lahan terkini, kejadian erosi, longsor dan banjir, serta pengambilan 

sampel tanah.  Pengujian sampel tanah dalam Laboratorium dilakukan untuk 

mendapatkan data kandungan Bahan Organik (BO), tektur tanah dan permeabilitas 

tanah.  Pengukuran BO  menggunakan metode Walkey and Black. Penentuan tekstur 

tanah dilakukan melalui perhitungan Nilai Perbandingan Dispers (NPD) dan 

penggunaan Segitiga Tekstur USDA.  Permeabilitas tanah ditentukan dengan cara De 

Boot (1967) dan atas dasar Hukum Darcy untuk mengukur kecepatan pergerakan air 

dalam tanah pada kondisi jenuh secara kuantitatif.  Perangkat Sistem Informasi 

Geografis (SIG) digunakan untuk pemetaan satuan lahan melalui proses tumpang-

susun dan penyajian hasil.   

Klasifikasi kemampuan lahanmelalui metode faktor penghambat 

menunjukkan kualitas lahan pada setiap satuan lahan yang diurutkan hingga 

menghasilkan kelompok kelas kemampuan untuk kemudian dipetakan. 

Pengelompokan kelas kemampuan lahan menggunakan seperangkat kriteria (lereng, 

kepekaan dan tingkat erosi, kedalaman tanah, tekstur tanah,  permeabilitas, drainase, 

batuan dan ancaman banjir) untuk menempatkan lahan ke dalam kelas kemampuan 

yang dibagi dalam empat sub kelas dengan pembatasdominan untuk penggunaan 

yang sama. Empat pembatasan yang dikenal dalam sub kelas yaitu resiko erosi (e), 

kebasahan/drainase/kebanjiran (w), pembatasan daerah perakaran (s), dan 

pembatasan iklim (c).  Lahan kemudian ditempatkan ke dalam kelas kemampuan 

yang sesuai berdasarkan tabel konversi(Tabel 1.). Hubungan antara kelas 

kemampuan lahan dengan intensitas dan macam penggunaan lahan disajikan pada 
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Gambar 1. Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap kemampuan lahan 

dilakukan dengan membandingkan kesesuaian penggunaan lahan saat ini dengan 

kelas kemampuan lahan dan ragam potensi penggunaan lahan (Arsyad, 2006, 2010).  

Analisis arahan fungsi kawasan menggunakan metode skoring berdasarkan 

pertimbangan faktor lahan yaitu kelerengan, jenis tanah dan kepekaannya terhadap 

erosi dan curah hujan.  Klasifikasi ditentukan berdasarkan kriteria arahan fungsi 

kawasan hutan yang terdiri dari Kawasan Lindung (KL), Kawasan Penyangga (KP), 

Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan (KBTT) dan Kawasan Budidaya Tanaman 

Semusim dan Pemukiman (KBTSP).  Klasifikasi ini adalah adaptasi dari SK Mentan 

No. 837/Kpts/Um/11/1980, SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 dan Kepres No. 32 

Tahun 1990. 

Analisis kesesuaian penggunaan lahan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, 

kesesuaian terhadap kemampuan lahan menghasilkan kesesuaian penggunaan lahan 

aktual berdasarkan kemampuan lahan.  Kedua,tahap analisis kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap arahan fungsi kawasan berdasarkan klasifikasi KL, KP, KBTT dan 

KBTSP. Analisiskesesuaian lahan diklasifikasikan menjadi Sesuai, Tidak Sesuai 

Positif dan Tidak Sesuai Negatif (Senawi, 2007), disajikan Gambar 2.Berdasarkan 

hasil analisis kesesuaian lahan terhadap kemampuan lahan dan arahan fungsi 

kawasan, dilakukan analisis arahan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan 

kondisi bentuk lahan dan tingkat kerawanan longsor lahan pada kecamatan yang 

rawan longsor. Analisis arahan penggunaan lahan dilakukan secara deskriptif 

kualitatif mengingat keragaman parameter di tingkat tapak pada setiap satuan lahan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Lokasi Penelitian 

Kulon Progo memilki kawasan hutan negara seluas 1.218,5 Ha atau 2.078% 

dari wilayah kabupaten seluas 58.627,512 Ha (586,27 km2), namun luas hutan di 

lahan masyarakat mencapai ± 19.200,27 Ha (32,75%) (Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, 2012).Penutupan lahan berdasarkan 

hasilpenafsiran citra satelit resolusi menengah yaitu Landsat 8 tahun 2014 

diklasifikasikan ke dalam 6 kelas. Hasil re-klasifikasi terdiri dari Hutan Tanaman 
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(Ht), Pertanian Lahan Kering (Pt), Pertanian Lahan Kering Campur (Pc), Pemukiman 

(Pm), Sawah (Sw) dan Tanah Terbuka (T), dan disajikan pada Gambar 3. 

Jenis tanaman kehutanan yang ditemukan cukup beragam dan ditanam dalam 

bentuk multikultur dan multistrata pada berbagai bentuk serta kemiringan lahan di 

pekarangan sekitar rumah penduduk maupun tegalan.  Jenis tanaman yang sering 

dijumpai adalah kelapa(Cucus nuciphera), jati (Tectona sp.) dan mahoni (Switenia 

sp.) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) serta sengon laut (Paraserianthes 

falcataria), termasuk jenis lokal sengon jawa dan jati lanang. 

Kulon Progo memiliki formasi geologi yang merupakan gunung api purba 

dengan keberadaan lempeng vulkanik sepanjang Perbukitan Kulon Progo. Wilayah 

ini juga merupakan wilayah rawan longsordengan sebagian besar topografi berbukit 

dan bergelombangserta struktur geologi wilayah yang umumnya sulit untuk 

menyerap air hujan, tetapi sebagian wilayah mempunyai keragaman vegetasi yang 

baik (Gunawan, 2007).  Peristiwa longsor terjadi pada beragam bentuk lahan..Bentuk 

lahan dengan kemiringan datar-landai seperti dataran aluvial, dataran aluvial 

gunungapi dan dataran fluvial gunungapi, umumnya Rawan Longsor Rendah.  

Kerawanan Longsor Sedang-Tinggi terdapat pada bentuk lahan perbukitan dan 

pegunungan termasuk pada lereng kaki koluvial, dan dataran banjir dan teras sungai 

di kemiringan sampai agak curam (kelas III).  Wilayah yang rawan longsor meliputi 

Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo dan Kokap didominasi kerawanan 

Sedang-Tinggi, sedangkan Nanggulan dan Pengasih didominasi kerawanan Rendah-

Sedang. Sebaran tingkat kerawanan longsor disajikan pada Gambar 4 dan Tabel 2 

(BPBD Kulon Progo, 2014). 

B. Analisis Kemampuan Lahan dan Arahan Fungsi Kawasan 

Hasil evaluasi pada 29 unit analisis satuan lahan dengan 6 kelas tutupan 

menghasilkan 119 unit lahandengan kelas kemampuan I, II, III, IV, VI dan VII.  

Lahan dengan kelas kemampuan VI dan VII terdapat di kecamatan yang berada di 

wilayah dengan kemiringan lereng agak curam dan curam serta memiliki bentuk 

lahan pegunungan dan perbukitan, yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, 

Girimulyo, Kokap, Pengasih dan sebagian kecil Temon. Hasil analisis kemampuan 

lahan per satuan lahan dengan tipe tutupan/penggunaan lahan disajikan menurut 
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wilayah kecamatan dalam peta Gambar 5 dan Tabel 3.Lahan terdegradasi akibaterosi 

dan longsor serta mengalami pemapasan tebinguntuk jalan atau teras bangku untuk 

rumah ditemukan di wilayah perbukitan/pegunungan dengan kelas kemampuan IV, 

VI dan VII meliputi Kecamatan Kokap, Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, 

Pengasih, Nanggulan dan sebagian Temon.  Lahan dengan bahan induk dan batuan 

induk yang tersingkap akan rentan terhadap resiko longsor bila terbebani pepohonan, 

terutama ketika hujan deras setelah musim kemarau (informasi nara sumber) atau 

hujan ringan sampai sedang yang terjadi secara terus-menerus selama satu atau dua 

haripada lahan yang telah mengalami perubahan menjadi teras bangku untuk 

pemukiman dan kebun campur (Priyono, 2012).  Berbagai temuan menunjukkan 

kegiatan manusia memiliki pengaruh yang luas terhadap lahan (Chapin III et al., 

2002).   

Analisis Fungsi Kawasan yang mempertimbangkan kelerengan, kepekaan 

jenis tanah dan intensitasi hujan harian menghasilkan alokasi lahan bagi Kawasan 

Lindung 5,06%, Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan 24,61% dan Kawasan 

Penyangga 41,16%, dengan penggunaan lahan Sesuai, Tidak Sesuai Negatif dan 

Tidak Sesuai Positif masing-masing 65,40%, 29,40% and 3,69%. Hasil selengkapnya 

disajikan pada Tabel 4. 

 

 

C. Analisis Kesesuaian Lahan Terhadap Kemampuan Lahan dan Arahan 
Fungsi Kawasan 

Hasil analisis kesesuaian lahan terhadap kemampuan lahan secara umum 

Sesuai terutama pada lahan-lahan dengan kelas kemampuan I, II, III.  Mulai kelas 

kemampuan IV penggunaan lahan Sawah menjadi Tidak Sesuai, sementara 

Pemukiman dan Pertanian lahan kering masih Sesuai.  Pada kelas VI dan VII, Pm dan 

Pt menjadi Tidak Sesuai dan Pc Tidak Sesuai di kelas VII.  Beberapa poligon Tanah 

Terbuka di gumuk pasir dan perbukitan menjadi Tidak Sesuai.  Keberadaan Ht dan Pc 

Sesuai di semua klas kemampuan.   

Kesesuaian penggunaan lahan Pc dan Ht di lahan datar, landai sampai agak 

curam yang diarahkan bagi Kawasan Budidaya Tanaman Semusim dan Pemukinan 

menjadi Tidak Sesuai Positif. Sebaliknya kesesuaian penggunaan lahan Pm, Sw dan 
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Pt pada lahan yang diarahkan bagi KBTT dan KP menjadi Tidak Sesuai Negatif 

walaupun  pada lahan datar sampai landai. Hal ini disebabkan oleh faktor kepekaan 

tanah yang agak peka sampai sangat peka. Kemiringan lahan datar-landai ditemukan 

pada beragam bentuk lahan termasuk di perbukitan dan pegunungan.  

D. Arahan Penggunaan Lahan  

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian dilakukan analisis arahan penggunaan 

lahan yang mempertimbangkan bentuk lahan dan kerawanan longsor pada lahan-

lahan yang penggunaannya Tidak Sesuai dan Tidak Sesuai Negatif. Arahan 

penggunaan lahan mempertimbangkan tindakan konservasi yang mengacu pada 

Permenhut No. 32/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Teknik Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS). Metode tindakan konservasi 

dimaksud disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi penelitian sebagaimana berikut: 

1. Metode Sipil Teknis: Untuk pengendalian erosi akibat faktor kemiringan lahan 

dalam bentuk pembuatan bangunan dam pengendali, dam penahan, terasering, 

saluran pembuangan air atau sistem drainase di lahan miring, sumur serapan dan 

embung.  Penerapan metode ini mempertimbangkan bentuk lahan, kemiringan 

lahan dan kepekaan tanah. Teknik konservasi yang dimungkinkan untuk 

diterapkan di daerah rawan longsor adalah sistem drainase menuruni lereng 

(tegak lurus kontur) baik di permukaan maupun di bawah permukaan tanah yang 

perlu dirancang secara cermat untuk kapasitas penyerapan air ke dalam tanah 

(Sartohadi, 2005).  

2. Metode Vegetatif: Teknik konservasi tanah dalam bentuk penambahan vegetasi 

dengan cara penanaman budidaya tanaman lorong, strip rumput dan sistem tanam 

menurut kontur pada lahan miring. Pengaturan tata letak atau pola tanam dan 

pergiliran tanamandiperlukan di lahan yang datar-landai, sedangkan jenis 

vegetasi yang ditambahkan terutama tanaman tahunan/kehutanan yang dapat 

menahan longsor lahan.  Jenis tanaman yang mampu menahan longsor cukup 

beragam, tetapi umumnya menyatakan jati dan sonokeling untuk tanaman 

kehutanan serta jenis buah-buahan seperti durian dan nangka.  Jenis tanaman 

yang sering disebut memicu longsor adalah sengon atau albasia oleh karena 

perakarannya yang lateral sehingga mudah tumbang (hasil observasi lapangan). 
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Penetapan arahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan persawahan 

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kemiringan lahan pada bentuk lahan 

dan kerawanan longsor.  Pertimbangannya adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk lahan yang keseluruhannnya memiliki kemiringan datar sampai landai 

seperti dataran aluvial dan dataran koluvial sesuai untuk Pemukiman dan Sawah. 

Bentuk lahan dataran banjir dan teras sungai atau tanggul alam harus diwaspadai 

jika digunakan untuk pemukiman dan persawahan. Faktor penting dalam 

pengelolaan lahan di lahan datar-landai adalah kepekaan tanah. 

2. Kemiringan lahan kelas I dan II juga terdapat pada bentuk lahan perbukitan dan 

pegunungan yang digunakan bagi persawahan dan pemukiman.  Aspek yang 

perlu diperhatikan adalah luas areal lahan yang datar-landai dan posisinya 

terhadap bagian lahan yang curam dan sangat curam serta tingkat rawan longsor 

Sedang-Tinggi. 

3. Kemiringan curam dan sangat curam pada bentuk lahan perbukitan dan 

pegunungan yang Tidak Sesuai Negatif pada beberapa lokasi digunakan untuk 

Pemukiman dan Sawah serta infrastruktur jalan.  Aspek yang perlu 

dipertimbangkan adalah luas lahan dan kelerengan lahan yang dibuat teras 

bangku untuk menempatkan rumah dan sawah pada puncak bukit dan lereng atas 

di sela-sela lahan dengan tutupan berhutan. 

4. Bentuk lahan gumuk pasir seluas 3.618,278 Ha di pesisir pantai yang termasuk 

wilayah Kecamatan Temon, Panjatan, Wates dan Galur sangat khas karena 

topografinya dipengaruhi oleh angin dari samudera.  Khakhim (2009) 

merekomendasikan pengelolaan wilayah pesisir Kulon Progo secara terbatas,  

khususnya pembatasan pendirian bangunan dan eksploitasi yang berlebihan pada 

lahan pesisir yang secara ekologi berfungsi menahan gelombang laut seperti 

halnya gumuk pasir (sand dunes).  

Kecamatan  yang tidak rawan longsor meliputi Lendah, Galur, Sentolo, 

Panjatan, Wates dan Temon yang umumnya berada di kelerengan datar-landai.  

Arahan terhadap Pemukiman dan Sawah pada kecamatan tidak rawan longsor 

umumnya dapat "Dipertahankan", kecuali di tempat yang pernah terjadi longsor 

karena memiliki kemiringan curam seperti di Temon, Wates dan Sentolo.  Faktor 

kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lahan agak curam sampai curam 
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menjadi pertimbangan dalam penerapan metode vegetatif dan sipil teknis di 

kecamatan tidak rawan longsor. Selengkapnya disajikan pada Tabel 5. 

Kecamatan yang dominan rawan longsor yaitu: Samigaluh, Kalibawang, 

Girimulyo, Kokap, Nanggulan dan Pengasih. Secara umum arahan penggunaan lahan 

di wilayah rawan longsor ditentukan oleh kesesuaian terhadap kemampuan lahan dan 

arahan fungsi kawasan serta bentuk lahan dan tingkat kerawanan. Khusus arahan 

untuk Pemukiman yang tidak sesuai menurut kemampuan lahan dan arahan fungsi 

dengan bentuk lahan perbukitan dan pegunungan pada tingkat kerawanan longsor 

Sedang-Tinggi, maka rumah perlu direlokasi. Terutama rumah di teras bangku 

dengan kemiringan tebing dan jurang yang curam dan sangat curam. Untuk sawah 

dan pertanian lahan kering bisa dipertahankan jika areal cukup landai dan tersedia 

sumber air, namun sebaliknya perlu diubah menjadi Pc atau Ht jika luasan sempit (< 

1 Ha). Pertanian lahan kering perlu diubah pada kelas kemampuan VI dan VII dan 

Pertanian lahan kering campur diubah menjadu hutan tanaman di kelas kemampuan 

VII.  Analisis arahan penggunaan lahan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

arahan  untuk lahan berhutan.  Keberadaan perumahan di antara tutupan lahan 

berhutan  yang merupakan pekarangan dan tegalan memberikan pertimbangan untuk 

mengutamakan kebutuhan perumahan sepanjang kerawanan longsor tidak Sedang-

Tinggi dan cakupan area cukup luas dan tidak berdekatan dengan jurang. 

Selengkapnya analisis arahan penggunaan lahan di kecamatan rawan longsor 

disajikan pada Tabel 6. 

Peran manusia menjadi dominan dalam mempengaruhi pola lanskap secara 

luas, dan Turner et al. (2001) menyatakan bahwa kegiatan manusia mungkin saja 

menjadi faktor utama pada studi ekologi lanskap.  Saat ini faktor manusia 

(antropogenik) menjadi semakin besar dalam mempengaruhi ekologi landskap dan 

ekosistem umumnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan 

Sawah dan Pertanian lahan kering menjadi Hutan harus disertai dengan memberikan 

alternatif sumber penghasilan baru bagi perekonomian rumah tangga petani pemilik 

lahan yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu diperlukan pembinaan, 

pelatihan dan pendampingan. Upaya relokasi tanpa pertimbangan dukungan sumber 

penghasilan yang sesuai kemampuan penduduk sebagai petani akan mengembalikan 

penduduk ke tempat semula. Relokasi yang berhasil dilakukan oleh Dukuh Nglinggo 
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Barat Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh adalah dengan cara tukar menukar 

lahan antar penduduk. Cara ini efektif karena lokasi pindah tidak terlalu jauh dari 

tempat semula, sehingga tidak kehilangan sumber ekonomi. Relokasi rumah 

penduduk akan lebih efektif jika melibatkan peran aparat desa/dusun dan tokoh 

masyarakat.  

Pembebasan area rawan bencana longsor dari keberadaan rumah perlu 

didorong dari tingkat lokal berdasarkan pendekatan sosial budaya yang ditunjang oleh 

peran pemerintah desa. Prioritas program adalah pada desa-desa dengan tingkat 

kerawanan tinggi terhadap bencana longsor dengan mempertimbangkan faktor 

pemicu yaitu kemiringan lahan yang curam dan curah hujan yang tinggi. 

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.: 22/PRT/M/2007 Tentang 

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor perlu disesuaikan 

dengan kondisi biofisik dan sosial budaya masyarakat setempat. 

 
 
 
Tabel 1. Kelas Kemampuan Lahan 

 
Sumber : Arsyad (2006) dengan modifikasi dalam Senawi (2007) 
Catatan:  (*): dapat mempunyai sembarang sifat 

(**): tidak berlaku sebagai parameter 
 

 

I II III IV V VI VII VIII

1
Lereng 

Permukaan
A A B C A D E E

2 Kepekaan Erosi KE1, KE2 KE3 KE4.KE5 KE6 (*) (*) (*) (*)

3 Tingkat Erosi e0 e1 e2 e3 (**) e4 e5 (*)

4 Kedalaman 

Tanah
k0 k1 k2 k3 (*) k3 (*) (*)

5
Tekstur lapisan 

atas
t1,t2,t3 t1,t2,t3 t1,t2,t3 t1,t2,t3,t4 (*) t1,t2,t3,t4 t1,t2,t3,t4 t5

6
Tekstur lapisan 

bawah
t1,t2,t3 t1,t2,t3 t1,t2,t3,t4 t1,t2,t3,t4 (*) t1,t2,t3,t4 t1,t2,t3,t4 t5

7 Permeabilitas P2,P3 P2,P3 P2,P3 P2,P3 P1 (*) (*) P5

8 Drainase d1 d2 d3 d4 d5 (**) (**) d0

9 Krikil/Batuan b0 b0 b1 b2 b3 (*) (*) b4

10 Ancaman Banjir O0 O1 O2 O3 O4 (**) (**) (*)

Faktor Penghambat/ 

Pembatas

Kelas Kemampuan Lahan
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Gambar 1.  Skema Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan 

Dengan Intensitas Dan Macam Penggunaan Lahan 
(Sitorus, 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kriteria Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Arahan Fungsi Kawasan 

Dinyatakan Sesuai apabila bentuk penggunaan lahan aktual memiliki konversi nilai 

fungsi pemanfaatan sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Tidak sesuai positif apabila 

bentuk penggunaan lahan aktual memiliki konversi nilai fungsi tidak sesuai dengan 

arahan fungsi kawasan tetapi diyakini secara ekologis justru lebih konservatif daripada 

arahan fungsi kawasan. Tidak sesuai negatif apabila bentuk penggunaan lahan aktual 

memiliki konversi nilai fungsi pemanfaatan tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan 

dan diyakini secara ekologis kurang konservatif daripada arahan fungsi kawasan 

sehingga berpotensi menimbulkan degradasi lahan. (Senawi, 2007). 

Gambar 2. Kotak Kriteria Kesesuaian Penggunaan Lahan 
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Gambar 3.  Peta Penutupan Dan Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo 

 

 
Gambar 4. Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Kulon Progo 

 

 

 

Tabel 2. Sebaran Area Kerawanan Longsor di Enam Kecamatan 



   J u r n a l   W a n a   T r o p i k a        45 
 

 

 
 

Gambar 5.: Peta Kemampuan Lahan per Satuan Laha
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Tabel 3. Kemampuan Lahan Per Satuan Lahan Pada Kecamatan di Kulon Progo 
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Tabel 4. Hasil Analisis Arahan Fungsi Kawasan dan Kesesuaian Guna Lahan Per Kecamatan 
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Tabel 5. Arahan Penggunaanaan Lahan Di Enam Kecamatan Tidak Rawan Longsor 
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Tabel 6. Analisis Arahan Penggunaan Lahan Berdasarkan Bentuk Lahan Dan Kerawanan Longsor Pada Enam Kecamatan Rawan 
Longsor 
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KESIMPULAN 

1. Evaluasi lahan untuk arahan penggunaan lahan melalui analisis kemampuan 

lahan semi-detil dan arahan fungsi kawasan bagi perencanaan tata ruang 

wilayah Kabupaten Kulon Progo masih belum memadai.  Dua hal 

penyebabnya adalah: Pertama, kondisi geologi wilayah Kabupaten Kulon 

Progo yang merupakan bekas gunung api purba dengan keberadaan lempeng 

vulkanik. Kedua,di wilayah perbukitan dan pegunungan tanaman kehutanan 

ditanam secara multikultur bersama pohon lainnya di sekitar rumah penduduk 

sehingga dapat menimpa rumah ketika terjadi longsor.   

2. Analisis kemampuan lahan untuk tanaman kehutanan di lahan milik perlu 

dilengkapi kriteria guna lahan yang lebih spesifik dalam skala proyek untuk 

lokasi rumah penduduk.   
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